BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pengguna Jasa prostitusi hanya dapat dipidana menurut ketentuan beberapa
Peraturan Daerah di Indonesia. Yang artinya tidak semua Pengguna Jasa
Prostitusi dapat dipidana, tetapi terlebih dahulu harus melihat Peraturan Daerah
dimana kegiatan Prostitusi tersebut dilakukan. Jika perbuatan tersebut
dilakukan di daerah yang belum mengatur larangan tersebut, maka jelas
Pengguna Jasa Prostitusi tidak dapat dikenakan sanksi hukum positif di
Indonesia, sebab hal tersebut tidak memenuhi asas legalitas yang menjadi
acuan dasar dalam hukum pidana yang dapat menentukan kepastian hukum
seseorang yang dianggap melakukan tindak pidana.

2. Menurut ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),
hanya Mucikari dan Germo yang dapat dipidana sesuai ketentuan Pasal 506
KUHP “barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita
dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling
lama satu tahun”, dan Pasal 296 KUHP,” bagi orang yang memudahkan cabul
oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau
kebiasaan, diancam pidana satu tahun empat bulan, sehingga berdasarkan
penjelasan tersebut PSK tidak dapat dipidana berdasarkan KUHP. Hal ini
tentunya terjadi ketidakadilan antara orang-orang yang terlibat dalam kegiatan

prostitusi, dimana sebagian ada yang harus mempertanggungjawabkan
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perbuatannya dan sebagian lain tidak dapat dipertanggungjawabkan karena
terjadi kekosongan hukum.

4.2 SARAN

1. Perlu adanya norma yang mengatur secara khusus, tegas dan jelas yang terurai
dalam undang-undang mengenai larangan serta saksi bagi Pengguna Jasa
Prostitusi, baik dalam KUHP maupun Undang-Undang lainnya sehingga tidak
terjadi kekosongan hukum dan terlihat adil bagi semua pihak yang terlibat
dalam praktek kegiatan prostitusi tersebut untuk dipidana tanpa terkecuali.

2. Perlu adanya norma dalam KUHP tentang larangan PSK, sebab bagaimana
pun, terjadinya kegiatan prostitusi adalah bentuk kerjasama antara PSK
dengan orang-orang yang memfasilitasinya, seperti Mucikari dan Germo yang
saat ini ada kepastian hukumnya terkait larangan mereka untuk memudahkan
kegiatan tersebut dengan disertai ancaman pidana. Sementara mengenai PSK
masih terjadi kekosongan hukum dalam KUHP, yang artinya, PSK belum

dapat dipidana sesuai ketentuan dalam KUHP.
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